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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimanakah kewenangan 
penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap 
perkara tindak pidana di bidang pengeloaan 
sampah dan bagaimanakah tindak pidana 
pengelolaan sampah yang dapat dilakukan 
penyidikan di manadengan metode penelitian 
hukum normatif disimpulkan: 1. Kewenangan 
penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap 
perkara tindak pidana di bidang pengeloaan 
sampah dilaksanakan sesuai dengan hukum 
acara pidana. Selain Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang pengelolaan persampahan 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik. 
Kewenangan penyidik diantaranya  melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan, pemeriksaan terhadap orang yang 
diduga melakukan tindak pidana dan meminta 
keterangan dan bahan bukti dari orang 
berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di 
bidang pengelolaan sampah. 2. Tindak pidana 
pengelolaan sampah yang dapat dilakukan 
penyidikan diantaranya perbuatan yang secara 
melawan hukum memasukkan dan/atau 
mengimpor sampah rumah tangga dan/atau 
sampah sejenis sampah rumah tangga atau 
mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara 
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pengelola sampah yang secara 
melawan hukum dan dengan sengaja 
melakukan kegiatan pengelolaan sampah 
dengan tidak memperhatikan norma, standar, 
prosedur, atau kriteria yang dapat 
mengakibatkan gangguan kesehatan 
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masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran 
lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan. 
Kata kunci: pengelolaan sampah; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam rangka menyelenggarakan 
pengelolaan sampah secara terpadu dan 
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban 
masyarakat, serta tugas dan wewenang 
Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk 
melaksanakan pelayanan publik, diperlukan 
payung hukum dalam bentuk undang-undang. 
Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam 
Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung 
jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas 
keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, 
asas keselamatan, asas keamanan, dan asas 
nilai ekonomi.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah kewenangan penyidik 
dalam melakukan penyidikan terhadap 
perkara tindak pidana di bidang 
pengeloaan sampah ? 
2. Bagaimanakah tindak pidana pengelolaan 
sampah yang dapat dilakukan penyidikan 
? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian hukum normatif 
merupakan metode yang akan digunakan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan 
Penyidikan Terhadap Perkara Tindak 
Pidana Di Bidang Pengeloaan Sampah 
Di Belanda istilah “kewenangan” dikenal 
dengan “bevoegheid”, dan istilah ini di 
Indonesia sering diterjemahkan dengan 
“kewenangan” atau “wewenang”.5 Padahal 
kalau ditelusuri lebih lanjut terdapat perbedaan 
yang mendasar antara “kewenangan” dan 
“wewenang”, karena arti “kewenangan” 
kaitannya dengan hukum administrasi negara 
sepemahaman penulis adalah awal mula 
otoritas pejabat publik itu muncul berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan 
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Penerbit PT. Ichtiar Baru. Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 
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“wewenang” merupakan bagian dari 
“kewenangan” tersebut. Meskipun terdapat 
ketidak samaan arti antara keduanya, dalam 
tulisan ini penulis tetap menjadikan keduanya 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan.6 
Istilah kewenangan sering disebut dengan 
authority, gezag atau yuridiksi. Kewenangan 
adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu, maupun 
kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan tertentu secara bulat yang 
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari 
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda 
dengan dengan wewenang yang dikenal juga 
dengan istilah competence atau bevoegdheid. 
Wewenang hanya mengenai sesuatu unsur 
tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi 
kewenangan merupakan kumpulan dari 
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen). 
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 
secara yuridis, wewenang adalah kemampuan 
bertindakyang diberikan oleh Undang-Undang 
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.7 
Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.8 
                                                          
6Agus Budi Susilo, Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan 
Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan 
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Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in 
Good Governance Implementation). Jurnal. Hukum dan 
Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015: 133-152. hlm. 
139. 
7SF. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. 
Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm. 154.   
8H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 1-
2. 
Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang.9  Perkara pidana, 
strafzaak, yaitu delik yang merupakan objek 
perkara pidana.10 Kata delik berasal dari bahasa 
latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman 
disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut 
delit dan dalam bahasa Belanda disebut delict. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik 
diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana”.11   
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai Penyidikan. Pasal 38 ayat: 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang pengelolaan 
persampahan diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.  
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang:  
a. melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang pengelolaan sampah;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap 
orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang pengelolaan sampah;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti 
dari orang berkenaan dengan peristiwa 
tindak pidana di bidang pengelolaan 
sampah;  
d. melakukan pemeriksaan atas 
pembukuan, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang pengelolaan sampah;  
e. melakukan pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga terdapat bahan 
bukti, pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan dan barang 
                                                          
9 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2008, hlm.164. 
10Ibid, hlm. 118. 
11Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, 
Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7. 
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hasil kejahatan yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di 
bidang pengelolaan sampah; dan  
f. meminta bantuan ahli dalam 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang pengelolaan sampah.  
(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan hasil penyidikannya kepada Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia.  
Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.12 
Pemahaman kekuasaan dalam aspek 
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.13 
Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 
memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya”.14 Dalam proses penyidikan, 
Penyidik setelah menerima laporan atau 
pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak 
pidana maka ia melakukan  pemeriksaan di 
tempat kejadian perkara (TKP).15 
Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan 
yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, 
yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. 
Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP 
disebutkan, penyidikan adalah serangkaian 
                                                          
12 Ibid, hlm. 2. 
13 Ibid, hlm. 5. 
14Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, 2009.         hlm. 346. 
15Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana 
(Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 
2009. hlm.80. 
tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara 
yang diatur dalam undang-undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana yang 
terjadi dan menemukan tersangka.16 
Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat 
dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika 
dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu 
harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam 
suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu 
dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh 
yang mengadukannya, kemudian bagi 
penyelidik/penyidik yang telah menerima 
pengaduan tersebut harus membuat tanda 
terima. Undang-undang memberikan 
penegasan dalam hal tindakan 
penyelidik/penyidik setelah menerima 
pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik 
dan penyidik yang telah menerima laporan 
tersebut segera datang ke tempat kejadian 
dapat melarang setiap orang untuk 
meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan 
di situ untuk meninggalkan tempat itu selama 
pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 
ayat (3) KUHAP). “Pelanggar larangan tersebut 
dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai 
pemeriksaan dimaksud selesai” (Pasal 111 ayat 
(4) KUHAP).17 
Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut 
dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-
undang, maka meskipun yang tersurat dalam 
pasal tersebut hanyalah perihal adanya 
pelaporan dan bukan pengaduan, menurut 
Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya 
adalah laporan tentang telah terjadinya tindak 
pidana, sementara dalam laporan mencakup 
pemberitahuan tentang kemungkinan akan 
terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. 
Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat 
bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria 
dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) 
dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.18 
Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan 
penggeledahan, yang dimaksudkan untuk 
kepentingan penyelidikan atau untuk 
                                                          
16Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Editor) Tarmizi, 
Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 166. 
17Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 
(Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para 
Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi 
Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. 
Bandung, 1999, hlm. 53. 
18Ibid, hlm. 54. 
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pemeriksaan penyidikan.Lain halnya dengan 
tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk 
kepentingan pembuktian, terutama ditujukan 
sebagai barang bukti, di muka sidang 
pengadilan.Kemungkinan besar tanpa adanya 
barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan 
di muka sidang pengadilan.Oleh karena itu agar 
perkara tadi lengkap dengan barang bukti, 
penyidik melakukan tindakan penyitaan guna 
dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, 
dalam tingkat penuntutan dan tingkat 
pemeriksaan persidangan pengadilan.19 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 
mengatur mengenai Penyitaan, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 38 ayat (1) Penyitaan 
hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat.  
Dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak bilamana penyidik harus segera 
bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa 
mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda 
bergerak dan untuk itu wajib segera 
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri 
setempat guna memperoleh 
persetujuannya.Penyidik pegawai negeri sipil 
tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan 
undang-undang hukumnya masing-masing dan 
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah 
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri 
(Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, 
wewenang penyidik pegawai negeri sipil 
tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukum 
pelaksanaan tugas mereka.20 
Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik 
membuat berita acara tentang pelaksanaan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain 
dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik 
menyerahkan berkas perkara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: 
1. Pada tahap pertama penyidik hanya 
menyerahkan berkas perkara; 
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap 
selesai, penyidik menyerahkan tanggung 
                                                          
19Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit.hlm. 
54. 
20Ibid, hlm. 18. 
jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum. 
 
B. Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Yang 
Dapat Dilakukan Penyidikan 
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memberikan hak kepada setiap orang untuk 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut 
memberikan konsekuensi bahwa pemerintah 
wajib memberikan pelayanan publik dalam 
pengelolaan sampah. Hal itu membawa 
konsekuensi hukum bahwa pemerintah 
merupakan pihak yang berwenang dan 
bertanggung jawab di bidang pengelolaan 
sampah meskipun secara operasional 
pengelolaannya dapat bermitra dengan badan 
usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan 
kelompok masyarakat yang bergerak di bidang 
persampahan dapat juga diikut sertakan dalam 
kegiatan pengelolaan sampah.21  
Perbuatan pidana menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.22  
Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 
sebagai berikut: 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 
undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 
(melawan hukum); 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.23 
Delik kejahatan dan delik pelanggaran 
dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP 
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, 
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak 
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud 
                                                          
21Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah. 
22Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97. 
23Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l. 
Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164. 
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dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, 
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik 
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya 
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang 
terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 
kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai 
delik pelanggaran.24 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 39 ayat: 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum 
memasukkan dan/atau mengimpor 
sampah rumah tangga dan/atau sampah 
sejenis sampah rumah tangga ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum 
memasukkan dan/atau mengimpor 
sampah spesifik ke wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).  
Pasal 40 ayat:  
(1) Pengelola sampah yang secara melawan 
hukum dan dengan sengaja melakukan 
kegiatan pengelolaan sampah dengan 
tidak memperhatikan norma, standar, 
prosedur, atau kriteria yang dapat 
mengakibatkan gangguan kesehatan 
masyarakat, gangguan keamanan, 
pencemaran lingkungan, dan/atau 
perusakan lingkungan diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan orang mati 
atau luka berat, pengelola sampah 
diancam dengan pidana penjara paling 
                                                          
24Ibid, hlm. 169. 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).  
Pasal 41 ayat: 
(1) Pengelola sampah yang karena 
kealpaannya melakukan kegiatan 
pengelolaan sampah dengan tidak 
memperhatikan norma, standar, prosedur, 
atau kriteria yang dapat mengakibatkan 
gangguan kesehatan masyarakat, 
gangguan keamanan, pencemaran 
lingkungan, dan/atau perusakan 
lingkungan diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan orang mati 
atau luka berat, pengelola sampah 
diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  
Pasal 42 ayat: 
(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak 
pidana korporasi apabila tindak pidana 
dimaksud dilakukan dalam rangka 
mencapai tujuan korporasi dan dilakukan 
oleh pengurus yang berwenang mengambil 
keputusan atas nama korporasi atau 
mewakili korporasi untuk melakukan 
perbuatan hukum atau memiliki 
kewenangan guna mengendalikan 
dan/atau mengawasi korporasi tersebut.  
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas 
nama korporasi dan orang-orang, baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun 
berdasarkan hubungan lain yang bertindak 
dalam lingkungan korporasi, tuntutan 
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan 
kepada mereka yang bertindak sebagai 
pemimpin atau yang memberi perintah, 
tanpa mengingat apakah orang dimaksud, 
baik berdasarkan hubungan kerja maupun 
hubungan lain, melakukan tindak pidana 
secara sendiri atau bersama-sama.  
(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap 
korporasi, panggilan untuk menghadap 
dan penyerahan surat panggilan ditujukan 
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kepada pengurus pada alamat korporasi 
atau di tempat pengurus melakukan 
pekerjaan yang tetap.  
(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi 
yang pada saat penuntutan diwakili oleh 
bukan pengurus, hakim dapat 
memerintahkan pengurus agar 
menghadap sendiri ke pengadilan.  
Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 
mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.25 
Pasal 43.Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, 
dan Pasal 42 adalah kejahatan.  
Korporasi juga disebut dalam bidang hukum 
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon). 
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari 
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti 
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”, 
maka korporasi sebagai kata benda 
(substantium), berasal dari kata kerja 
“corporare” yang banyak dipakai orang pada 
abad pertengahan sesudah itu.  “corporare” itu 
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti 
memberikan badan atau membadankan. 
Dengan demikian, “corporatio” adalah hasil dari 
pekerjaan yang membadankan atau dengan 
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan 
yang diperoleh dengan perbuatan manusia 
sebagai lawan terhadap badan manusia yang 
terjadi menurut alam.26  
Korporasi merupakan istilah yang biasa 
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan 
                                                          
25Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1. 
Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 90. 
26Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik 
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 11. 
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam 
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, 
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa 
Inggris disebut legal atau corporation. Arti 
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas 
pertanyaan apakah subjek hukum itu? 
Pengertian subjek hukum pada pokoknya 
adalah manusia dan segala sesuatu yang 
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat 
yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 
dan kewajiban. Pengertian inilah yang 
dinamakan badan hukum.27 
Pada awalnya korporasi atau biasa disebut 
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam 
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan 
bahwa korporasi definisikan sebagai: 
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih, yang berjanji 
untuk   memasukkan sesuatu ke dalam 
perseroan, itu dengan maksud supaya 
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu 
dibagi di antara mereka.28  
Dengan demikian dapat kita simpulkan 
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum 
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada 
adanya suatu badan yang diberi status sebagai 
subjek hukum, disamping subjek hukum yang 
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon). 
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup 
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak 
munculnya fenomena-fenomena kejahatan 
korporasi.29   
Berbicara mengenai badan hukum, 
sebenarnya bermula sekedar dalam konsep 
hukum perdata sebagai kebutuhan untuk 
menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih 
berhasil. Keberadaan korporasi sebagi suatu 
badan hukum, bukan muncul dengan begitu 
saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi 
sebagai badan hukum bukan ada dengan 
sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-
pendiri yang menurut ilmu hukum perdata 
memiliki kewenangan untuk mendirikan 
korporasi.30 
Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum terhadap 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
                                                          
27 Ibid. 
28 Muhammad Yamin, Op.Cit, hal. 89. 
29 Ibid. 
30Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, hal. 
12. 
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sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.31  Sanksi Pidana, strafsanctie, 
akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan 
pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan.32  
Pidana (Straf): hukuman yang dijatuhkan 
terhadap orang yang terbukti bersalah 
melakukan delik berdasarkan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap.33 
Hukuman pokok telah ditentukan dalam 
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“pidana terdiri atas” 
a.  pidana pokok: 
1. pidana mati; 
2. pidana penjara; 
3. pidana kurungan; 
4. pidana denda; 
5. pidana tutupan. 
b.  pidana tambahan: 
1. pencabutan hak-hak tertentu; 
2. perampasan barang-barang tertentu; 
3. pengumuman putusan hakim.34 
Perbedaan antara hukuman pokok dan 
hukuman tambahan, adalah hukuman pokok 
terlepas dari hukuman lain, berarti dapat 
dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. 
Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak 
dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok 
(tidak mandiri).35 Hukuman tambahan hanya 
dapat dijatuhkan bersama-sama dengan 
hukuman pokok. Penjatuhan hukuman 
tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. 
Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman 
tambahan.36 
Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang 
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; 
misalnya, pidana mati, pidana penjara, 
kurungan dan denda.37  
Pidana tambahan, bijkomende straf, yaitu 
pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping 
pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak 
tertentu; perampasan barang-barang tertentu; 
dan pengumuman putusan hakim. Pidana 
tambahan berupa; perampasan atau 
                                                          
31 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 138 
32 Ibid. 
33 Ibid, hlm. 119. 
34 Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 107. 
35Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, hlm. 66. 
36 Leden Marpaung, Op. Cit, hlm.111. 
37 Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 121. 
pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya 
uang palsu, narkotika atau senjata api atau 
bahan peledak.38 
Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui 
dasar pembenaran adanya hukum atau 
penjahan pidana. Dasar pembenaran 
penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai 
berikut: 
1. Teori Absolut 
 Menurut teori absolut tujuan dari 
pemidanaan terletak pada hukum pidana itu 
sendiri, “…barang siapa yang dilakukan suatu 
perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum 
pidana….” Teori ini desebut juga teori 
pembalasan, karena bersifat pembalasan 
(vergelding). Hukum dijatuhkan karena ada 
dosa. 
2. Teori relatif 
Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan 
adalah untuk: 
a. Mencegah;  
b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain 
tidak melakukan kejahatan; 
c. Memperbaiki orang yang melakukan 
tidak pidana; 
d. Memberikan perlindungan kepada 
masyarakat terhadap 
kejahatan; 
 Teori ini disebut juga teori tujuan, karena 
menitikberatkan pada tujuan hukuman. 
Ancaman hukuman perlu supaya manusia 
tidak melanggar. 
3.  Teori gabungan. 
 Menurut teori gabungan, yang merupakan 
kombinasi  antara teori absolut dan teori 
relatif, tujuan penjatuhan pidana karena 
orang tersebut melakukan kejahatan dan 
agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.39 
Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
                                                          
38 Ibid, hlm. 121. 
39Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, hlm. 66. 
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sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.40 
Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.41 
Pidana (straf; Bahasa Belanda):  
1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang 
telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang 
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 
nama negara sebagai penanggung jawab 
dari ketertiban hukum umum bagi seorang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang 
tersebut telah melanggar suatu peraturan 
hukum yang harus ditegakkan oleh negara;  
2. Suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang 
yang telah terbukti bersalah melakukan  
suatu tindak pidana.42 
Beberapa sarjana hukum 
mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, 
ialah: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
                                                          
40Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211. 
41 Ibid, hlm. 211-212. 
42Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, 2009.          hlm. 248. 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 
c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 
1) Untuk membimbing agar terpidana 
insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 
2) Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana.43 
Pembuangan sampah atau aliran polusi 
turut berpengaruh terhadap meningkatnya 
masalah lingkungan dan ekonomi dengan dua 
cara berikut. Pertama, sampah mengandung 
bahan-bahan berbahaya yang secara langsung 
mempengaruhi fungsi lingkungan alam yang 
menjadi penyokong utama kehidupan dan 
perekonomian. Kedua, lingkungan alam 
memiliki kapasitas asimilatif yang terbatas 
untuk menyerap residu-residu sampah. Ketika 
jumlahnya melebihi kapasitas ini, tentu saja 
akan menimbulkan ancaman serius bagi 
stabilitas dan batas toleransi dari suatu 
ekosistem.44 
Pemerintah selaku stakeholder mempunyai 
kewajiban untuk menerapkan sistem 
pengelolaan sampah yang efektif dalam 
mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, 
peran serta masyarakat juga diharapkan dapat 
membantu mengatasi masalah tersebut karena 
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 
masalah akibat keberadaan sampah 
mempunyai andil besar dalam memperburuk 
tata kelola sampah. Konsep pengelolaan 
sampah 3R sudah tidak asing lagi di telinga 
masyarakat. Konsep ini sangat cocok diterapkan 
di negara berkembang yang karena 
keterbatasan teknologi maka harus 
memberdayakan masyarakat sebagai 
pelakuyang menghasilkan sampah, namun pada 
                                                          
43Siswantoro Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup 
Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 73. 
44Sofyan Arie. Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju 
Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi 
Masyarakat (Waste Management of Malang to Integrated 
Waste Management Based Public Participation). Jurnal 
Humanity, ISSN 0216-8995.hlm. 196. 
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kenyataannya penerapan 3R dalam kehidupan 
sehari-hari masih jauh dari yang diharapkan. 
Prinsip Reduce, Reuse, Recycle(3R) yang 
menjadi ujung tombak dalam menangani 
sampah di lingkungan masyarakat seakan hanya 
slogan yang tidak mengena.45 
Sampah yang tidak tertangani dengan baik 
dapat mengganggu estetika lingkungan, 
menimbulkan bau serta mengakibatkan 
berkembangnya penyakit. Gangguan 
lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai 
dari sumber sampah, di mana penghasil 
sampah tidak mela kukan penanganan sampah 
dengan baik. Hal ini dapat terjadi pada 
penghasil sampah yang tidak mau menyediakan 
tempat sampah di rumahnya dan lebih suka 
untuk membuang sampah dengan seenaknya 
ke saluran air atau membakarnya sehingga 
mencemari lingkungan sekitarnya. Tempat 
sampah yang disediakan di rumah tangga dan 
lokasi komersial seperti pasar, tidak bertutup, 
sehingga sampah bercecer dan menjadi tempat 
berkembang biaknya lalat serta menimbulkan 
bau.46 
Penegakan hukum dijalankan untuk 
menjaga, mengawal dan menghantar hukum 
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum 
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan 
penegakan hukum merupakan tindakan 
penerapan hukum terhadap setiap orang yang 
perbuatannya menyimpang dan bertentangan 
dengan norma hukum, artinya hukum 
diberlakukan bagi siapa saja dan 
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme 
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang 
telah ada.47  
Dengan kata lain penegakan hukum sebagai 
suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal 
hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma 
yang mengatur kehidupan manusia demi 
terwujudnya ketertiban, kemanan dan 
ketentraman masyarakat dalam menjalankan 
                                                          
45Ika Wahyuning Widiarti. Pengelolaan Sampah Berbasis 
“Zero Waste ”Skala Rumah Tangga  Secara Mandiri. 
Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 4, Nomor 
2, Juni 2012, Halaman 101‐113 ISSN: 2085‐1227. hlm. 101-
102. 
46Yusa Eko Saputro, Kismartini dan Syafrudin. Op.Cit. hlm. 
84. 
47Sadjijono.Polri Dalam Perkembangan Hukum Di 
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, 
Yogyakarta. 2008. hlm. 61. 
kehidupannya.48 Di dalam proses penegakan 
hukum, negara menjadi pihak yang 
bertanggungjawab terhadap komitmen 
bersama sebagai negara berdasar atas hukum, 
karena itu negara bertanggungjawab atas 
ketertiban, keamanan dan ketentraman 
warganegaranya yang merupakan tugas dan 
wewenang awal dan tradisional dari 
pemerintah atau negara yang kemudian 





1. Kewenangan penyidik dalam melakukan 
penyidikan terhadap perkara tindak 
pidana di bidang pengeloaan sampah 
dilaksanakan sesuai dengan hukum acara 
pidana. Selain Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan instansi pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang pengelolaan persampahan diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik. 
Kewenangan penyidik diantaranya  
melakukan pemeriksaan atas kebenaran 
laporan atau keterangan, pemeriksaan 
terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana dan meminta keterangan 
dan bahan bukti dari orang berkenaan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang 
pengelolaan sampah. 
2. Tindak pidana pengelolaan sampah yang 
dapat dilakukan penyidikan diantaranya 
perbuatan yang secara melawan hukum 
memasukkan dan/atau mengimpor 
sampah rumah tangga dan/atau sampah 
sejenis sampah rumah tangga atau 
mengimpor sampah spesifik ke wilayah 
Negara ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pengelola 
sampah yang secara melawan hukum 
dan dengan sengaja melakukan kegiatan 
pengelolaan sampah dengan tidak 
memperhatikan norma, standar, 
prosedur, atau kriteria yang dapat 
mengakibatkan gangguan kesehatan 
masyarakat, gangguan keamanan, 
                                                          
48 Ibid. hlm. 62. 
49 Ibid. 
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1. Pelaksanaan kewenangan penyidik dalam 
melakukan penyidikan terhadap perkara 
tindak pidana di bidang pengeloaan 
sampah sesuai dengan hukum acara 
pidana, memerlukan bantuan ahli dalam 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang pengelolaan sampah 
dan perlu adanya koordinasi antara 
penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia dan pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang 
pengelolaan persampahan. 
2. Tindak pidana pengelolaan sampah yang 
telah terbukti secara sah dilakukan oleh 
pelaku dalam proses peradilan pidana 
perlu dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk memberikan efek jera 
terhadap pelaku tindak pidana dan 
sebagai pembelajaran dan peringatan 
bagi pihak lain untuk tidak melakukan 
perbuatan yang sama. 
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